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PERATURAN BUPATI PURWORE IO
NOMOR T?6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEI.IYAMPAIAN I.APORAN TIARIA

KEKAYAAN PEI{YELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAE}UPATEN PURWORE'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE'O,

Menimbang bahwa dalam rangka mengefektilkan kewajiban
pelaporan harta kekayaan yarg dimiliki
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintalt
Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungsjt Pemerintah
Kabupaten Purworejo;

a

c

b. bahwa sejalar dengan perkembangal keadaan,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu disesuaikan guna mendukung
pengembartgan proses terebut agar daPat
terlaksana dengan lebih efisien dan efektif, sehingga
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dar huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peruba.Lan
Kedua atas Peratulan Bupati Purworejo Nomor 59
Teihun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembcntuka-n Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkr:ngan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimara telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tamba].an
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Komisi Pemberaatasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2O16 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2o16 Nomor 985) sebagaimana
tetah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahrur] 2O2O
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaar Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara RepubLik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 572);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWORE]O NOMOR 59
TAHUN 2018 TENTANG PEI{YAMPAIAN T,APORAN
HARTA KEKAYAAN PEIIYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERII.ITAH KABUPATEN
PURWORE.JO.

Pasal I

Beberapa ketentuar dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59
Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporaa Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 59 Seri E
Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 52 Talun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggata Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019
Nomor 52 Seri E Nomor 44), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 1 diubal sehingga b€rbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaaa urusan
pemerintalmn yang menjadi kewenangarl daerah otonom.

3. Bupati adala]. Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo
5. Sekretaris DaeraI adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Purworejo.
6. Inspektorat Daerah ada.lah Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah.
8. Badan Kepegawaian Daerah atau yang disebut dengan istilah

lain, yang seLanjutnya disebut Badan Kepegawaian Daerah,
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian dar fi.rngsi penunjang pendidikan dan pelatihan.

9. Penyelenggara Negara adalah pjabat negara yang menjalankarr
fungsi eksekutif dan pejabat lain yang lungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangari yang
berlaku.

10. Pejabat Pimpina-n Tinggi Pratama adalah pejabat setara Eselon
lI.

11. Pejabat Fungsional Auditor adalah p€jabat fungsional yarg
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan di bidang pengawasan.

12. Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah
adalah pejabat fungsiona.l yal]g mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, darl wewenang untuk melakukan
kegiatan pengawasan atas penyelengaraan telois urusan
pemerintahan di Daerah.

13. Unit Keda Pengadaar Barang Jasa (UKpBJ), adalah unit kerja di
lingkungan Pemerintai Daerall yang menjadi pusat keunggulan
pengadaan barang/ jasa.

14. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat
KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebaga.im;a telah
bgErapa kali diubah, teral<hir dengaa Undang_itndarrg Nomor
-19 

Tdll 2019 tentang perubaian Kedua atal Undarrg'Ur,a"og
Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi pemberantasari Tindak
Pidana Korupsi.
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15. LaporaD Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang
selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen
elektronik tentarg uraian dan rincian informasi mengenai Harta
Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data
lainnya atas Harta Kekayaal Penyelenggara Negara.

16. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih
menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak
bergerak, darr hak-hak lainya, yang dapat dinilai dengan uang
yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan
setela-h memangku jabatannya.

17. wajib l,apor LHKPN adalah orang pribadi Penyelenggara Negara
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yarlg wajib
mengisi dan melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada
KPK.

18. E-LHKPN adalah sistem informasi LHKPN melalui media intemet
secara daring atau online.

19.Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggundawab atas
kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

2O. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah
profesi bagi pegawai negeri siPil darr pegawai pemerintah dengan
peianjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

21. Administrator Pemerintah Daerah adalah ASN yang ditunjuk
oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi E-LHKPN di
lingkungan Pemerintah Daerah.

22. Mutasi adalah perpindahan ASN dalam jabatan yang sama
tingkatannya.

23. Promosi adalah perpindahan ASN ke jabatan yartg lebih tinggl.
24. Demosi adalah perpindahar ASN ke jabatan yang lebih rendal

atau pemberhentian dari jabatan.
25. Pensiun adalah keadaan tidak bekerja dikarenalan telah

mencapai batas usia pensiun atau atas permintaan sendiri.

2. Ketentuan Pasa1 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintalr
Kabupaten Purworejo wajib melaporkan seluruh Harta
Kekayaal yang dimilikinya sebelum, setama dan setetah
memangku jabatan kepada KPK dengan menyampaikan LHKpN.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama;
d. pejabat administrator atau setara eselon III;
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e. pejabat pengawas atau setara eselon IV di lingkungan:
l. lnspektorat Daerah;
2. Bad,an Kepegawaian Daera-h;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset Daerah;

4. Peralgkat Daerah yarlg melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;

5. Dinas Peke{aaa Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purworejo; dan

6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo.

f. Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah;
g. Pejabat Fungsional Auditor;
h. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah dan;
i. pengelola unit layanan pengadaan pada Unit Keda

Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ).

(3) Nomenklatur Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkar sebagai Wajib Lapor LHKPN dengar
Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasa.l 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

(1) Penyetenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK
yakni pada saat:
a. peugangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat

pertama kali menjabat;
b. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai

Penyelenggara Negara;
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelal

bera-khirnya rnasa jabatan atau pensiun; atau
d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimara dimalsud pada ayat (1) huruf a sampai
huruf c wajib disampaikan dalam jargka wakn: paling lambat 3
(tiga) bulan terhituug sejak pengangkatan pertama/berakhimya
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelal berakhimya
masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib
disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas
Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember ta-hun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimalsud pada ayat (3) wajib disampaikan
dalam jangka waktu pa.ling lambat tanggal 31 Maret tahun
berikutnya.
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(5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaan sebelum menjadi
Pe nyelenggara Negara.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasa.t 5
wajib dilaksanakan secara elelirtronik mela.lui laman resmi
|rc b sitel hltp s : / / elhfu n. kp Ie- go. id.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. nama;
b. jabatar;
c. instansi
d. tempat dan tanggal lahk;
e. alamat;
i identitas istri/suami, alak baik anak tanggungal maupun

bukan anak tanggungajr;
g. jenis, nilai, asal usul dan tahun peroleha-n serta

pemanfaatan Harta Kekayaan;
h. besaran penerimaal dan pengeluaran;
i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda

tangan sesuai dengan Kartu Tarda Penduduk; dan
j. surat pemyataan dari Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara

5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal
6A, Pasal 6E}, Pasal 6C dan Pasal 6D, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6A

(1) KPK akan metakukar verilikasi administratif atas LHKPN yang
disampaikan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

(2) Verifrkasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan
dan kelengkapal pengisian LHKPN termasuk surat kuasa
mendapatkan data keuangan.
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Pasal 6E}

(1) KPK akan menyampaikan hasil verifrkasi administratif kepada
Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari ke{a
sejak LHKPN disampaikan.

(2) Apabifa hasil verihkasi administratif menyatakan penyampaian
LHKPN belum lengkap, maka KPK akar menyampaikan
pemberita-huan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-
bagian dari LHKPN yarg masih haius diperbaiki dan/atau
dilengkapi oteh Penyelenggara Negara.

(3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau
menyampaikan ketengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak diterimalya pemberitahua-n
sebagaimala dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal batas wa-ktu akha sebagaimana dimal<sud pada ayat
(3) Penyelenggara Negara jatuh pada hari libur, maka
p€nyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat
dilakukan paling tambat pada hari keda berikutnya.

(5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka LHKPN yang
disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih
lanjut dan yang bersalgkutan dianggap belum menyampaikan
LHKPN.

Pasal 6C

Da.lam hal berdasarkan hasil verifftasi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6El ayat (1) LHKPN dinyatakaa lengkap, KPK
memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara,

Pasal 6D

(1) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN dalam
waktu paling lambat 2 (dua) bulan sete lah menerima tanda
terima dari KPK.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksaralan secara elektronik dal/atau non elektronik melalui
media pengumumal resmi KPK dan/atau Pemerintah Daerah.
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6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati ini, maka KPK dapat memberikaa
rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga
tempat Penyelenggara NegaJa berdinas untuk memberikan
sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang
bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemb€riar sanksi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berupa
a. surat peringatan; dan/ atau
b. hukuman disiplin.

(3) Jenis surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. surat peringatan I; da,
b. surat peringatan II.

(a) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdiri dari :

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(5) Jenis surat peringatan daol atau hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dar ayat (a) diberikan
sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagial tidak terpisahkan dari
Peratural Bupati ini.

(6) Penjatuian sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b menggunakan tata cara sebagaimana
qiatur dalam p€raturan mengenai hukumal disiplin pegawai
Negeri Sipil.

(7) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar
mengenai Harta Kekayaan dapat dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo,

Ditetapkar di Purworejo
pada tanggal !, lovrlc !a!t

BUPATI PURWORE.IO,I

c,aous

Diunda-ngkan di Purworejo
pada talggal l! lov-L.t Lll

c,

SEKRETARTS DAERAHUPATEN PURvsoRE ro,

P SAID ROMADHON

BERTTA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO
TAHUN l.I1 NOMORI?5 SERI ! NOMOR 
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